BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1809, 2015 KEMENKEU. Biaya. Penyelenggaraan. Pembayaran
Pensiun.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 211/PMK.02/2015
TENTANG
BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMBAYARAN MANFAAT
PENSIUN YANG DILAKSANAKAN OLEH
PT TASPEN (PERSERO) DAN PT ASABRI (PERSERO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penugasan pemerintah kepada PT
Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) untuk
penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun, perlu
dialokasikan biaya operasional penyelenggaraan
pembayaran manfaat pensiun;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf
a dan huruf ¢ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan
selaku  Bendahara Umum Negara berwenang
menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan
anggaran negara dan melakukan pengendalian

pelaksanaan anggaran negara;

C. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaraan
Manfaat Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT Taspen

(Persero) dan PT Asabri (Persero);
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang
Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2906);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang
Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5407);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi
Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 38);



Menetapkan
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8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67
Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum)
Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991
Nomor 88);

10. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2015
tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan,
dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang
Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri

(Persero);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BIAYA
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMBAYARAN
MANFAAT PENSIUN YANG DILAKSANAKAN OLEH PT
TASPEN (PERSERO) DAN PT ASABRI (PERSERO).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Belanja Pensiun adalah dana yang sebagian atau
seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang digunakan untuk membayar
pensiun, tunjangan anak yatim/piatu, tunjangan anak

yatim piatu, tunjangan orang tua, uang tunggu, uang
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(1)

(2)

duka wafat, pensiun terusan, tunjangan cacat,
tunjangan veteran, dan dana kehormatan veteran.
Biaya Operasional Penyelenggaraan yang selanjutnya
disingkat BOP adalah biaya yang diperlukan oleh PT
Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) untuk
operasional penyelenggaraan pembayaran Dana
Belanja Pensiun.

Proporsi Beban Kerja adalah perbandingan antara
beban pekerjaan setiap program, yang meliputi
program tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja,
jaminan kematian, dan pembayaran manfaat pensiun,
dengan total beban pekerjaan yang dilaksanakan oleh
PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).

Akumulasi Iuran Pensiun adalah dana yang berasal
dari iuran pensiun, hasil pengembangan iuran
pensiun, imbal jasa (fee) penyaluran Dana Belanja
Pensiun, dan pendapatan sewa aset program pensiun.
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat
pada satuan kerja dari masing-masing Pembantu
Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara baik di
kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja
di kementerian/lembaga yang memperoleh penugasan
dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan
pembayaran Dana Belanja Pensiun yang berasal dari

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

BAB II
BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

Pasal 2
PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) diberikan
penugasan oleh Pemerintah dalam rangka
penyelenggaraan pembayaran Dana Belanja Pensiun.
Dalam rangka penugasan Pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), PT Taspen (Persero) dan PT



(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
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Asabri (Persero) diberikan BOP yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan
memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
tidak mengalokasikan BOP sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), BOP dibebankan pada hasil
pengembangan Akumulasi Iuran Pensiun tahun

berkenaan.

Pasal 3
Biaya yang dapat dimasukkan dalam penghitungan
BOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya
biaya yang terkait dengan pelaksanaan penugasan
berdasarkan praktik yang sehat, ekonomis, efisien, dan
efektif.
Biaya yang tidak dapat dimasukkan dalam
penghitungan BOP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. pengadaan barang modal;
b. program kemitraan dan bina lingkungan;
c. biaya investasi;
d. biaya penyusutan; dan

e. tantiem, bonus tahunan, atau yang sejenis.

Pasal 4

PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero)
menghitung besaran BOP dengan mengacu pada
Proporsi Beban Kerja.

Proporsi Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung oleh konsultan independen yang
ditunjuk oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri
(Persero) berdasarkan permintaan Menteri Keuangan.
Penunjukan konsultan independen sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan

pertimbangan Menteri Keuangan.



